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PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN) SECARA AKUNTABLE MENUJU GOOD

GOVERNANCEKartika AmiriInstitut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesiakartika.amiri@gmail.com
Abstract. State-owned goods or abbreviated as BMN are state assets whose management
must be regular and accountable in accordance with applicable laws and regulations and
do not conflict with rules and laws where the responsibility starts from the source / input,
process carried out, to the results or output which is obtained. In order to be used for the
survival of the nation and state towards a good, fair and prosperous government. Laws,
binding regulations are considered very compatible to protect State assets for the
realization of Good Governance.

Keywords: State Property, Good Governance

Abstrak. Barang Milik Negara atau disingkat BMN merupakan asset Negara yangpengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan danundang-undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yangdilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh. Agar bisa dimanfaatkanbagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara menuju pemerintah yang baik, adil danmakmur. Undang-undang, peraturan yang mengikat dinilai sangat kompatibel gunamelindungi asset Negara demi terwujudnya Good Governance.
Kata Kunci: Barang Milik Negara, Good Governance
PendahuluanMengacu pada prinsip Good

Governance bahwa pemerintah baikpusat maupun daerah harus menyajikanlaporan keuangan yang transparan danakuntable yang diasarkan pada amanatpasal 23 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yangmenjelaskan bahwa undang-undangtentang keuangan Negara perlumenjabarkan aturan pokok yang telahditetapkan dalam undang-undang dasar

tersebut agar mencerminkan asas-asasbest practices. Asas-asas best practicestersebut antara lain akuntabilitasberorientasi pada hasil, profesionalitas,proporsionalitas, keterbukaan dalampengelolaan keuangan Negara danpemerikasaan keuangan oleh badanpemerikasa yang bebas dan mandiri.1Barang Milik Negara (BMN) inimerupakan aset Negara yang dibeli atau
1 UU No. 23 tahun 2014 TentangKeuangan Negara
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diperoleh atas beban APBN atau berasaldari perolehan lainya yang sah yangdibatasi penggunaannya, digunakanuntuk melaksanakan tugas pokok danfungsi kementrian, dimana pengelolaanBarang Milik Negara ini meliputiperencanaan kebutuhan danpenganggaran, pengadaan, penggunaan,pemanfaatan, pengamanan danpemeliharaan, penilaian, penghapusan,pemindahtanganan, penatausahaan,pembinaan, pengawasan, danpengendalian dengan tujuanmewujudkan tertib administasi danmendukung tertib pengelolaan BMNdengan sasaran:2
1. Semua barang milik Negaratercatat dengan baik2. Semua aktivitas dalam rangkapengelolaan BMN dapatdilakukan dengan berdasarkanasas fungsional, kepastianhukum, transparansi,keterbukaan, efisiensi,akuntabilitas serta kepastiannilai3. Nilai/ data BMN untukkebutuhan laporan manajemensebagai bahan penyusunanneraca pemerintah pusat sudah

2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

menggambarkan jumlah, kondisidan nilai BMN yang wajarBerdasarkan Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia tahun1945 pasal 33: 3 yang berbunyi “Bumiair dan kekayaan alam yang terkandungdidalamnya dikuasai oleh Negara dandipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat “3 merupakan salahlandasan yang kuat agar BMN baikberupa bangunan, tanah dan semuabarang bergerak maupun tidakbergerak yang berdiri diatasnya / dalamwilayah yang mencakup tanah, udara,lautan serta angkasa dapatdimanfaatkan demi tercapainya tujuanbangsa dan Negara dan menciptakanmasyarakat adil dan makmur. Selainberdasarkan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945pasal 33:3, dasar BMN dalampengelolaanya ini juga didasari oleh;1. Undang-undang Nomor 17tahuun 2003 tentang KeuanganNegara2. Undang-undang Nomor 1 tahun2004 tentang Perbendaharaan3. Undang-undang Nomor 20 tahun1997 tentang PNBP (Bab 1 pasal1:2 dan 6)
3 Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia
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DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar4. Undang-undang nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi (sebagaipengawasan atas pengelolaanBMN)5. Peraturan pemerintah Nomor 24tahun 2005 tentang StandarAkuntasi pemerintah6. Peraturan Pemerintah nomor 6tahun 2006 tentang pengelolaanbarang milik Negara7. Peraturan pemerintah nomor 27tahun 2014 tentang pengelolaanBarang milik Negara/daerah8. Permenkeu Nomor96/PMK.06/2007 tentangtatacara penggunaan,pemanfaatan, penghapusan, danpemindahtanganan BMN9. Permenkeu nomor97/PMK.06/2007 tentangpenggolongan dan kodefikasiBMN10. Permenkeu nomor120/PMK.06/2007 tentangpenatausahaanBMN11. Permenkeu nomor246/PMK.06/2014 tentang tatacara menggunaan BMN12. Permenkeu nomor33/PMK/06/2014 tentang tatacara pelaksanaan sewa BMN

13. Permenkeu nomor83/PMK.06/2016 tentangpemusnahan dan penghapusanBMN14. Permenkeu nomor78/PMK.06/2014 tentang tatacara pelaksanaan pemanfaatanBMN15. Permenkeu nomor57/PMK.06/2016 tentang tatacara pelaksanaan sewa BMN16. peraturan pemerintah nomor 71tahun 2010 tentang StandarisasiAkuntansi PemerintahPermasalahan klasik yang seringtimbul di lapangan seperti manajemensumber daya manusia, ketidakpeduliandalam pemeliharaan asset danpenatausahaan BMN yang belummaksimal dapat dilihat pada opinibadan pemeriksaan keuangan terhadaplaporan keuangan pemerintah pusat(disclaimer) hampir setiap tahun masihdidominasi masalah pengelolaan BMN.Meskipun belum sempurna seperti yangdiharapkan tetapi penatapannya harusdimulai karena asset pemerintah adalahkekayaan yang harus dipelihara,diamankan dan dimanfaatkan sebaikmungkin sebagai amanah yang harusdiemban untuk masyarakat sebagai
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stakeholders.4 Ruang lingkup BMNmengacu pada pengertian barang milikNegara berdasarkan rumusan dalampasal 1 angka 10 dan angka 11 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentangperbendaharaan Negara. Atas dasarpengertian tersebut lingkup barangmilik Negara disamping berasal daripembelian atau perolehan atas bebanAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara juga berasal dari perolehanlainnya yang sah.BMN yang berasal dariperolehan lainnya yang sah lingkupnyameliputi barang yang diperoleh melaluihibah/sumbangan/sejenisnya,diperoleh sebagai pelaksanaanperjanjian/kontrak, diperolehberdasarkan ketentuan undang-undangdan diperoleh berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.5Penghitungan dan pencatatanpenyusutan pada tingkat kuasapengguna barang dilakukan oleh unitpembantu penatausahaan, dalam haldibentuk unit pembantu penatausahaandilingkungan kuasa penggunabarang.BMN ini meliputi unsur-unsur
4 Nurwahid, Pengelolaan Barang MiikNegara, 20105 UU No.1 Tahun 2014 tentangperbendaharaan negara

asset lancar, asset tetap, asset lainnyadan asset bersejarah.6Seluruh BMN yang tersebar diseluruh pelosok mutlak harus dilakukanagar terpotret secara jelas nilaiasset/kekayaan Negara yang saat iniberada di penguasaan masing-masingkementrian/lembaga Negara.Selanjutnya setelah itu dilakukan tahappenilaian ulang (revaluasi) asset/kekayaan Negara, khususnya yangberupa tanah, dan atau bangunan danpengelola barang guna mendapatkannilai wajar atas asset tetap tersebut.Jika mengacu pada peraturanpemerintah nomor 27 tahun 2014tentang pengelolaan BMN/D yangmenjelaskan bahwa yang disebutdengan barang milik Negara/daerahyaitu:1. Barang milik daerah yang meliputi:a Barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBD danb Barang yang berasal dariperolehan lainnya yang sah
2. Barang sebagaimana dimaksudpada ayat 1 huruf b meliputi :

6 Permenkeu nomor 1/PMK.06/2013tentang penyusutan barang milik negara berupaasset tetap pada entitas pemerintah pusat



35

DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahara Barang yang diperoleh darihibah atau sumbangan atausejenisb Barang yang diperolehberdasarkan putusanpengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap.Secara Yuridis-Nonformatif, assetNegara terbagi atas tiga sub assetNegara yaitu :1. Barang Milik Negara yangdikelola sendiri oleh pemerintah,misalnya tanah dan bangunandan bangunanKementrian/Lembaga2. Kekayaan Negara yangdipisahkan dan dikelola olehpihak lain, misalnya penyertaanmodal Negara berupa saham diBUMN atau keakayaan awal diberbagai Badan Hukum MilikNegara (BHMN) yang dinyatakansebagai kekayaan terpisahberdasarkan undang-Undangpendirinya3. Kekayaan yang dikuasai Negaraberupa kekayaan potensialterkait dengan bumi, air, udaradan kekayaan alam yangterkandung didalamnya yangdikuasai Negara selakuorganisasi tertinggi, misalnya

tambang, batubara, minyak,panas  bumi, asset nasionalisasieks-asing, dan cagar budaya.7Pemerintah wajib melakukanpengamanan terhadap BMN yangmeliputi pengamanan fisik, pengamananadministratiF dibutuhkan sistempenatausahaan yang dapat menciptakanpengendalian (Controling) atas BMNsebagai beerfungsi sebagai alat control,sistem penatausahaan ini juga harusdapat memenuhi kebutuhan manajemanpemerintah didalam perencanaanmanajeman pemerintah.Paper ini akan fokus membahastentang pengertian Barang Milik Negara(BMN), klasifikasi Barang Milik Negara,pengelolaan Barang Milik Negaraberdasarkan aturan yang berlaku danasas-asas pengelolaan BMN dan hak-hakpengolahan BMN.
Pembahasan

1. Pengertian Barang Milik NegaraBarang milik Negara menurutPeraturan Pemerintah nomor 6 tahun2006 tentang pengelolaan barang milikNegara dan Permenkeu Nomor96/PMK.06/2007 tentang tatacarapenggunaan, pemanfaatan,
7 Permenkeu nomor 27 tahun 2014tentang pengelolaan BMN/D
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penghapusan, dan pemindahtangananBMN barang milik Negara adalah semuabarang yang dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara atau berasal dariperolehan lainnya yang sah. Merupakanasset Negara yang harus dikeloladengan baik. Pengelolaan asset Negaratidak hanya berupa prosesadministrative semata, tetapi juga harusdipikirkan bagaimana carameningkatkan efisiensi, efektifitas danmenciptakan nilai tambah dalammengelola asset tersebut. Pengelolaanasset Negara mencakup lingkupperencanaan kebutuhan danpengaanggaran, pengadaan,penggunaan, pemanfaatan, pengamanandan pemeliharaan, penilaian,penghapusan, pemindahtangananpenatausahaan pembinaan danpengendalian.8Barang milik Negara inidimanfaatkan atau dipindahtangankanapabila tidak digunakan untukpenyelenggaraan pemerinthan Negara.Dalam konteks pemanfaatan tidakterjadi adanya peralihan kepemilikandari pemerintahan kepada pihak lain.Sedangkan dalam konteks
8 Permenkeu nomor 6 tahun 2006tentang pengelolaan BMN

pemindahtanganan BMN merupakantindak lanjut atas penghapusan BMN.9Objek penetapan statuspenggunaan BMN meliputi seluruh BMNdikecualikan barang persediaan,konstruksi dalam pengerjaan (KDP),barang yang awalnya pengadaandirencanakan untuk hibah, barang yangberasal dari dana deskonsentrasi dandana penunjang tugas pembantuan,yang direncanakan untukdiserahkan,bantuan pemrintah yang belumditetapkan statusnya, dan asset tetaprenovasi. Dalam hal tanggung jawabMenteri Keuangan selaku pengelolaBMN yang memiliki kewenangan dantanggung jawab yang secara fungsionaldilakukan oleh direktur jenderal.10
BMN ini hasil pengelolaannyamerupakan salah satu sumberPenerimaan Negara Bukan pajak yangmana sesuai dengan uu no 20 thn 1997tentang Penerimaan Negara Bukanpajak pasal 1 : 2 yang berbunyi “sumberdaya alam adalah segala kekayaan alamyang terdapat diatas, dipermukaanbumi yang dikuasai Negara. Yang hasildari pengelolaan PNBP ini merupakan
9 Permenkeu nomor 83/PMK.06/2016tentang pemusnahan dan penghapusan BMN10 Permenkeu no.96/pmk.06/2007tentang tata cara pelaksanaan penggunaan,pemanfaatan, penghapusan danpemindahtanganan BMN
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DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kaharpenerimaan pemerintah pusat yangtidak berasal dari penerimaanperpajakan.Dan seluruh penerimaanNegara bukan pajak ini wajib disetorsecepatnya ke kas Negara. Dan sebagaipengawasannya dilindungi dengan UUno 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsipasal 2 : 1 yang berbunyi “setiap orangyang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, dipidana penjaradengan penjara seumur hidup ataupenjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 1.000.000.000 (1Milyar Rupiah).
2. Klasifikasi Barang Milik NegaraDalam akuntansi pemerintahan,BMN merupakan bagian dari assetpemerintahan pusat yang berwujud.Sedangkan pengertian asset menurutperaturan pemerintah nomor 71 tahun2010 tentang Standarisasi AkuntansiPemerintah adalah sebagai berikut:“asset adalah sumber dayaekonomi yang dikuasai/dimiliki olehpemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari manamanfaat ekonomi dan /atau social dimasa depan diharapkan dapatdiperoleh, baik oleh pemerintahmaupun masyarakat, serta dapat diukurdalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukanuntuk penyediaan jasa bagi masyarakatumum dan sumber-sumber daya yangdipelihara karena alasan sejarah danbudaya”.11 Adapun asset tetapdiklasifikasikan berdasarkankesamaandalam sifat atau fungsinya.Klasifikasi asset tetap tersebut yaitusebagai berikut :a Tanah Tanah yangdikelompokkan sebagai assettetap ialah tanah yang diperolehdengan maksud untuk dipakaidalam kegiatan opersionalpemerintah dan dalam kondisisiap pakai.b Peralatan dan MesinPeralatan dan mesinmencakup mesin-mesin dankendaraan bermotor, alatelektronik, inventaris kantor, danperalatan lainnya yang nilainyasignifikan dan masa manfaatnya
11 Peraturan Pemerintah nomor 71tahun 2010 tentang Standarisasi AkuntansiPemerintah
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lebih dari 12 (duabelas) bulandan dalam kondisi siap pakai.c Gedung dan bangunanGedung dan bangunanyang mencakup seluruh gedungdan bangunan yang diperolehdengan maksud untuk dipakaidalam kegiatan operasionalpemerintah dan dalam kondisisiap pakai.d Jalan, Irigasi, JaringanJalan, irigasi, jaringanmencakup jalan, irigasi danjaringan yang dibangun oelhpemerintah serta dimilikidan/atau dikuasai olehpemerintah dan dalam kondisisiap pakai.e Asset tetap lainnyaAsset tetap lainnyamencakup asset tetap yang tidakdapat dikelompokkan ke dalamkelompok asset tetap diatas,yang diperoleh dandimanfaatkan utnuk kegiatanoperasional pemerintah dandalam kondisi siap pakai.f Konstruksi dalam PengerjaanKonstruksi dalampengerjaan mencakup asset tetapyang sedang dalam prosespembangunan namun pada

tanggal laopran keuangan belumselesai seluruhnya.
3. Pengelolaan Barang Milik Negara

beradasarkan aturan yang

berlaku dan asas-asas

pengelolaan BMNDalam peratauranpemerintah nomor 6 tahun 2006tentang pengelolaan barang milikNegara (BMN) disebutkan bahwapengelolaan BMN adalah kegiatan yangdilakukan atas BMN mulai dariperencanaan sampai denganpenghapusan yang meliputi 10(sepuluh) kegiatan sebagai berikut :12a Perencanaan kebutuhan danpengganggaranPerencanaan kebutuhanadalah kegiatan merumuskanrincian kebutuhan BMN untukmenghubungkan pengadaanbarang yang telah lalu denganyang sedang berjalan sebagaidasar dalam melakukan tindakanyang akan datang.b PengadaanPerencanaan anggaranyang mencerminkan kebutuhanriil BMN pada kementrian/lembaga/ satuan kerja perangkatdaerah selanjutnya menentukan
12 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara(BMN)
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DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kaharpencapaian tujuan pengadaanbarang yang diperlukan dalamrangka penyelenggaraan tugaspokok, dan fungsipemerintahan.Pengadaan BMNdilaksanakan berdasarkanprinsip-prinsip efisien,transparan dan terbuka,bersaing, adil/tidak diskriminatifdan akuntabel.c PenggunaanPenggunaan adalahkegiatan yang dilakukan olehpengguna barang dalammengelola dan menatausahakanBMN yang sesuai denga tugaspokok dan fungsi instansi yangbersangkutan.d PemanfaatanPemanfaatan adalahpendayagunaan BMN yang tidakdipergunakan sesuai dengantugas pokok dan fungsikementrian / lembaga/satuankerja perangkat daerah, dalambentuk sewa, pinjam pakai,kerjasama pemanfaatan, danbangun serah guna/bangun gunaserah dengan tidak mengubahstatus kepemilikan.e Pengamanan dan pemeliharaanPengamananadministratif yang ditunjang oleh

pengamanan fisik danpengamanan hukum atas BMNmerupakan bagian penting daripengelolaan BMN. Kuasapengguna barang , penggunabarang dan pengelola barangmemiliki wewenang dantanggung jawab dalam menjaminkeamanan BMN yang beadadibawah penguasaannya dalamrangkas menjamin pelaksanaantugas pokok dan fungsinpemerintah. Sedangkan yangdimaksud dengan pemeliharaanadalah suatu rangkaian untukmenjaga kondisi danmemperbaiki semua BMN agarselalu dalam keadaan baik, dansiap untuk diguakan secaraberdaya guna dan berhasil guna.f PenilaianPenilaian adalah suatuproses kegiatan penelitian yangselektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevandengan menggunakan metode/teknik tertentu untukmemperoleh nilai barang milikNegara.g PenghapusanPenghapusan adalahtindakan menghapus BMN daridaftar barang dengan
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menerbitkan surat keputuasandari pejabat yang berwenanguntuk membebaskan penggunadan /kuasa pengguna barang dan/ atau pengelola barang daritanggung jawab administrasi danfisik atas barang yang beradadalam penguasaannya.h PemindahtangananPemindahtangananadalah pengalihan kepemilikanbarang milik Negara sebagaitindak lanjut dari penghapusandengan cara dijual,dipertukarkan, dihibahkan ataudisertakan sebagai modalpemerintah.i PenatausahaanAdalah rangkaiankegiatan yang meliputipembukuan, inventarisasi, danpelaporan BMN sesuai denganketentuan yang berlakuj Pembinaan, pengawasan danpengendalianMenteri Keuanganmenetapkan kebijakan umumdan kebijakan teknis pengelolaanBMN.Sedangkan Menteri DalamNegeri menetapkan kebijakanteknis dan melakukanpembinaan pengelolaan BMNsesuai dengan kebijakan

sebagimana yang telahditetapkan dalam kebijakanumum.Dalam pengelolaan BMN yangsemakin berkembang dan kompleksperlu dikelola secara optimal gunatercapainya pemerintahan yang adil danmakmur. Menurut peraturanpemerintah nomor 27 tahun 2014pengelolaan BMN dikelola oleh pejabatyang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan danpedoman serta melakukan pengelolaanBMN. Menteri keuangan selakubendahara umum Negara adalahpengelola BMN, yang tanggung jawabdan wewengangnya antara lain adalah:1. Merumuskan kebijakan,mengatur, menetapkan pedomanpengelolaan BMN2. Meneliti, menyetujui rencanakebutuhan BMN3. Menetapkan status penguasaandan penggunaan BMN4. Menyusun laporan BMN dan lainsebagainya.Dalam hal pengguna barang ialahpejabat pemegang kewenanganpenggunaan BMN dan dikuasakankepada kepala satuan kerja atau pejabatyang ditunjuk oleh pengguna barang
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DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kahar(pejabat pemegang kewenangan) untukmenggunakan barang yang beradadalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.13
Dalam hal pengelolaan BMNpemanfaatannya bisa disewakan kepadapihak lain dalam jangka waktu tertentu/paing lama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang 1 (satu) kali denganmenerima imbalan uang tunai, yangbesaran tarifnya ditetapkan olehpengelola barang. Selain sewa, kerjasama pemanfaatan juga bisa dilakukandengan pihak lain dalam jangka waktutertentu dalam rangka peningkatanpenerimaan Negara bukan pajak.Dalamhal BMN yang sudah tidak digunakanlagi, maka pengelola barang harusmenetapkan BMN yg akan diserahkanoleh pengguna barang karena tidakdigunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsipengguna barang dan atau kuasapengguna barang dan tidakdimanfaatkan oleh pihak lain. Dansebagai tindak lanjut pengelolaan ataspenyerahan BMN meliputi: penetapanstatus penggunaan, pemanfaaatan, danpemindahtanganan. Dalam hal besarankontribusi tetap dan pembagiankeuntungan kepada mitra kerjasama
13 Peraturan Pemerintah nomor 27tahun 2014 pengelolaan BMN

pemanfaatan atas BMN pembagiankeuantungannya paling tinggi 70pesendari hasil perhitungan tim yangdibentuk oleh pengelola barang,pengguna barang, dan pemerintah yangberewenang.14
Berikut ini merupakan asas-asasdalam pengelolaan Barang Milik Negara:1. Asas Fungsional, yaitupengambilan keputusan danpemecahan masalah-masalahdibidang pengelolaan BMN yangdilaksanakan oleh kuasapengguna barang, dan pengelolabarang sesuai fungsi, wewenangdan tanggung jawab masing-masing.2. Asas kepastian hukum, yaitupengelolaan BMN harusdilaksanakan berdasarkanhukum dan peraturanperundang-undangan3. Asas transparansi yaitupenyelenggaraan pengelolaanBMN harus transparan terhadaphak masyarakat dalammemperoleh informasi yangbenar4. Asas efisiensi yaitu pengelolaanBMN diarahkan agar BMN
14 Peraturan Pemerintah nomor 27tahun 2014 pengelolaan BMN
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digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yangdiperlukan dalam rangkamenunjang penyelenggaraantugas pokok dan fungsipemerintah secara optimal.5. Asas akuntabilitas yaitu setiapkegiatan pengelolaan BMN harusdapat dipertanggungjawabkankepada rakyat6. Asas kepastian nilai yaitupengelolaan BMN sertamenyusun neraca pemerintah.Disamping keenam asas diatasberikut merupakan sasaran daripengelolaan BMN :1. Terjaminnya pengamanan asset2. Dihindarinya pemborosan dalampengadaan, pemeliharaan danpengamanan3. Peningkatan PNBP dengan cara :a Tanah / gedungdiserahkan kepadapengelola (pasal 17:1 danpasal 19:1 peraturanpemerintah nomor 27tahun 2014)b Optimalisasi dengan carapengalihan statuspenggunaan kepadapengguna lain (pasal 17:4

peraturan pemerintahnomor 27 tahun 2014)c Pemanfaatan asset untukdisewakan, dipinjampakaikan, kerjasama(pasal 22-26 peraturanpemerintah nomor 27tahun 2014)d Pemanfaatan,dibangunserahgunakan,atau dibangunserahkan(pasal 27-31 peraturanpemerintah nomor 27tahun 2014)e Pemindahtanganan assetyang tidak ekonomis(pasal 45-70 peraturanpemerintah nomor 27tahun 2014)
3. Hak-hak pengolahan BMNBadan-badan yang bersifathukum public yaitu Negara, provinsi,kabupaten dapat dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lain sama halnyabadan-badan hukum perdata atauperorangan, sehingga dapat melakukanperbuatan-perbuatan seperti : menjual,menyewakan, memanfaatkan tanahpekarangan.15 Pemerintah hanya dapatmenetapkan aturan-aturan guna

15 Anggriani, Hukum AdministrasiNegara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
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DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA PENELITIAN – Abdul Kaharkepentingan pemakaian yang baik,aman namun tidak dapat menetapkansyarat-syarat finansial.Penggantifinansial dan pengenaan pembatasan-pembatasan dalam pemakaian bisahanya dilakuakan berdasarkan hukumpublic.Contoh pemungutan pajak danretribusi.1 Hak milik Negara/ pemerintahBadan-badn pemerintahdapat memiliki kekayaan(vermogen), seperti : tanah,gedung, mobil dinas, kapal,jembatan, instansi pelabuhan,stasiun kereta api dll.16
 Hak milik privat (domaine

prive) Menurut J.B.VProudhon hak privat adalahbenda-benda kepunyaanNegara seperti : tanah, sawah,kebun kopi, kebun karet,rumah dinas pegawai, gedungperusahaan Negara. Hukumyang mengaturnya adalahhukum perdata yaitu pasal1570 dalam KUHPerdata.Barang-barang pribadiNegara atau pemerintahmemiliki status yang samadengan barang-barang milik
16 Makalah Hukum Administrasi Negara,Fakultas Ilmu Sosial UNM 2015

pribadi atau seseorang ataubadan hukum perdata.Maksudnya barang-barangitu digumakan untukpemakaian sendiri dan tidakditujukan untuk umum.Contoh gedung-gedung,kantor-kantor, rumah dinas,mobil dinas, dan barangperabotan /peralatankantor.172 Pemerintah sebagai pemilikkepunyaan sendiriPemerintah atau Negaradapat menjadi egeiner ataupemilik dari kepunyaan public.18Mengenai ini ada 2 pendapatahli:
 Marcel Waline : Negara dapatmenjadi egainaar dari benda-benda yang termasukkepunyaan public, tetapidalam menjalankan hak-hakyang oleh KUHPerdata diberikepada egainaar, kekuasaanNegara itu terbatas saja.
 Mr. Von Reeken : benda-benda yang ditujukan kepadapenyelenggaan kepentingan
17 Undang-undang Pokok Agrarian No. 5tahun 196018 Subekti, Kitab Undang-undangHukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,2010
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umum, bukan benda diluarperniagaan. Benda diluarperniagaan berarti benda-benda yang dikeluarkan daripergaulan hukum biasa.
PenutupBarang milik Negara (BMN)adalah semua barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban AnggaranPendapatan Negara (APBN) atau berasaldari perolehan lainnya yang sah.BMNdapat dimanfaatkan ataudipindahtangankan apabila tidakdigunakan untuk penyelenggaraanpemerintahan Negara guna menambahpendapatan Negara bukan pajak.Pengelolaan BMN yang kadangdianggap kurang penting oleh sebagianlembaga atau instansi Negara danseringnya menyampingkan sumberdaya manusia yang memegangwewenang atau fungsi sebagaipengelola BMN baik pemberianwewenang, sarana prasarana,pembinaan, pengawasan dankesejahteraan sehingga berpengaruhpada kinerja dan hasil laporan. Makasebaikya lembaga atau instansi Negaraharus sadar akan pentingnyapengelolaan BMN.
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